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ABSTRAK
ASI eksklusif merupakan bagian penting dalam pemenuhan nutrisi bayi untuk mencapai pertumbuhan
perkembangan optimal pada awal kehidupan dan masa pertumbuhan berikutnya. Kesepakatan
Innocenti di Roma tahun 1990 mengamanatkan pencapaian ASI eksklusif 80%, sehingga target
Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun  2003 di Indonesia ditetapkan 80%. Data SDKI tahun
1994 menunjukkan ibu-ibu  memberikan ASI eksklusif baru mencapai 47%.
Metode penelitian adalah kualitatif. Subjek penelitian adalah tenaga Gizi dan Bidan KIA Puskesmas
Remu. Sebagai Triangulasi adalah Pimpinan Puskesmas, Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak
Dinas Kesehatan Kota Sorong serta  ibu  yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan. Pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program ASI ekslusif di Puskesmas Remu belum
berjalan baik. Petunjuk teknis atau SOP tesedia di Puskesmas, namun dalam pelaksanaan program
belum sesuai. Pelaksanaan program yang sering dilakukan berupa penyuluhan saat posyandu, ANC
dan persalinan. Sosialisasi aktif dari puskesmas oleh bidan, dari bagian gizi di Puskesmas belum
dilaksanakan. Dari DKK tidak mempunyai jadwal tetap. Sosialisasi dipaketkan saat ANC, posyandu,
minilokakarya, saat evaluasi program dan menempelkan pamflet di Puskesmas. Sosialisasi hanya
berupa penyuluhan tanpa dilengakapi alat peraga yang memadai. Ketersediaan dan kualitas tenaga
di Puskesmas masih kurang,  belum mendapat pelatihan sehingga dibantu perawat yang belum
dilatih. Dana yang tersedia langsung diserahkan ke ahli gizi Puskesmas untuk dikelola. Dana tersendiri
untuk pelaksanaan program ASI ekslusif belum ada. Alat peraga kurang, hanya leaflet, namun sudah
tidak layak pakai. Kendaraan yang tersedia hanya motor. Jumlah peralatan belum mencukupi. Klinik
khusus laktasi belum tersedia. Watak atau sikap petugas yakni respon, komitmen dan pemahaman
dalam program ASI ekslusif di Puskesmas Remu masih baik.
Pelaksanaan program ASI ekslusif dapat berjalan dengan baik dengan menjalankan SOP/petunjuk
teknis oleh seluruh pelaksana program, menyiapkan tenaga gizi di tiap Puskesmas, meningkatkan
sosialisasi, membuat job description dengan jelas, penyediaan reward dan insentif sesuai beban
kerja dan kompetensi, keuangan tersendiri untuk program ASI ekslusif, monitoring dan koordinasi
pelaksanaan program ASI ekslusif dan pendokumentasian kegiatan secara benar
Kata kunci : Implementasi, Program ASI Ekslusif, Puskesmas.

ABSTRACT
Exclusive breastfeeding was an important part in fulfilling infant nutrition to gain optimum growth
and development in the early live and in the next growth period. Innocenti agreement in Rome in
1990 mandated that the exclusive breastfeeding coverage was 80%. Therefore, the minimum service
standard (SPM) coverage for exclusive breastfeeding in 2003 for Indonesia was established to be
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PENDAHULUAN
Makanan terbaik untuk seorang bayi adalah Air

susu ibu (ASI) secara ekslusif yang dimulai saat
kelahiran sampai 6 bulan tanpa memberikan
makanan tambahan. Program ASI eksklusif
dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980. Namun
demikian pada tahun 1990 program ini pertama kali
disosialisasikan secara luas di Indonesia.1 Program
berlanjut dengan dikeluarkannya Keputusan
Menteri Kesehatan RI No.450/MENKES/IV/2004
tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara
eksklusif pada bayi Indonesia.2

Sebelum tahun 2000 anjuran ASI ekslusif
dilakukakn untuk bayi baru lahir sampai umur 4
bulan. Namun setelah peringatan pekan ASI kedua
pada tahun 2000, mulai dicanangkan pemberian
ASI eksklusif tanpa makanan tambahan sejak anak
lahir hingga berumur enam bulan.3.4

80%. Data of SDKI in 1994 indicated that exclusive breastfeeding coverage was still 47%.
This was a qualitative study. Study subjects were nutrition field workers and maternal and child
health (KIA) midwives of Remu primary healthcare centre. Triangulation respondents were the
head of primary healthcare centre, head of maternal and child health section of Sorong city health
office, and mothers of infants less than 6 months. Data were collected by conducting in-depth
interview and documentation study.
Results of the study showed that the implementation of exclusive breastfeeding program in Remu
primary healthcare center was still inadequate. Standard operating procedure was provided in the
primary healthcare center, but the program was not implemented according to the standard. Programs
frequently implemented were giving education in the posyandu, ANC and delivery process. Active
socialization by midwives and nutrition section workers from primary healthcare center had not
done yet. District health office did not have routine schedule. Socialization was attached in the
ANC, posyandu, mini workshops, and evaluation sessions.  In addition, it was also done by putting
pamphlets in the primary healthcare center. Socialization was only in the form of giving education
without sufficient visual aids. The availability and quality of human resource in the primary
healthcare was still insufficient; they had not been trained, and they were accompanied by untrained
nurses. The available funding was given directly to the primary healthcare nutritionist to manage
it. No special funding was available for exclusive breastfeeding program. Visual aids or models
were insufficient; only leaflets with unfeasible condition were used. The available transportation
vehicle was only motor cycle. The number of instruments was insufficient. No lactation clinic was
available. Character and attitude of the workers such as giving response, commitment and
understanding on the exclusive breastfeeding in Remu primary healthcare center were good.
The implementation of exclusive breastfeeding program will be good by implementing the standard
operating procedure or technical guidance, assigning nutritional field workers in every primary
healthcare centre, improving socialization, formulating clear job description, providing rewards
and incentive according to workload and competence, separating finance for exclusive breastfeeding
program, monitoring and coordinating the implementation of exclusive breastfeeding program,
and having an adequate documentation of the activities.
Keywords : Implementation, exclusive breastfeeding program, primary healthcare centre

Nutrition & Health Surveillance System
(NSS), kerja sama dengan Balitbangkes dan
Hellen Keller tahun 2002, melaporkan hasil
penelitiannya di empat perkotaan (jakarta,
Surabaya, Semarang, Makassar) dan delapan
pedesaan (Sumbar, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim,
NTB, Sulsel) cakupan ASI ekslusif 4-5 bulan di
perkotaan aqdalah sebesar 4 – 12%, di pedesaan
sebesar 4-25%. Pencapaian ASI ekslusif 5-6 bulan
di perkotaan sebesar 1-13%, di pedesaan sebesar
2-13%. Dibandingkan dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Nasional tahun 2003, hasil-hasil
tersebut menunjukkan masih rendahnya cakupan
ASI  eksklusif.5.6.

Tujuan program ASI Eksklusif adalah
diperolehnya peningkatan pengetahuan dan
kemampuan petugas kesehatan di tingkat
Puskesmas dalam upaya meningkatkan
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penggunaan ASI dimasyarakat. Petugas kesehatan
diharapkan dapat mendukung keberhasilan
menyusui dan bebas promosi susu formula.3.5.8

Sementara untuk kegiatan intervensi Program
ASI eksklusif di wilayah Dinas Kesehatan Kota
Sorong berdasarkan petunjuk pelaksanaan tahun
2007 sebagai berikut :1). Pendekataan pada tokoh
masyarakat bertujuan agar tokoh masyarakat
mengetahui dan berperan aktif dalam
menggerakkan masyarakat sasaran melalui
komunikasi, informasi dan edukasi sehingga
pencapaian ASI ekslusif meningkat. 2).
Pemberdayaan bidan desa, petugas puskesmas dan
kader dengan meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan dalam menyebarluaskan PP-ASI. 3).
Pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan
masal, penyuluhan keluarga, penyuluhan
kelompok dan penyuluhan perorangan.

Cakupan pemberian ASI eksklusif di
Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Sorong mengalami peningkatan dari tahun 2007
ke tahun 2008 dengan pencapaian tertinggi pada
Puskesmas Malawei yaitu 93,81%. Sedangkan
cakupan terrendah di Puskesmas remu.
Puskesmas remu selama ini tidak rutin
melakukan pencatatan ataupun pelaporan  ke
Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan program
ASI. Dengan demikian perlu adanya pengkajian
secara spesifik sehingga dapat dikatakan bahwa
Kota Sorong telah berhasil melaksanakan
program ASI eksklusif sehingga dapat dijadikan
sebagai pertimbangan untuk Puskesmas ataupun
kota lainnya yang tersebar di Indonesia.
Puskesmas Remu pada tahun 2009 memiliki
3667 bayi. Tahun 2010 dengan jumlah bayi 2447,
24,4% tidak mendapat  ASI ekslkusif. Sedangkan
cakupan ASI eksklusif di Puskesmas sebesar
0,3%. Hal tersebut sangat jauh dari target
pencapaian yaitu 80%.

Dalam studi pendahuluan pada bulan April
2010 dengan mewawancarai 11 orang ibu
menyusui di puskesmas dengan cakupan
terendah yaitu puskesmas remu. Diperoleh
informasi hanya 4 orang ibu atau 36,36% ibu
yang mengatakan ASI eksklusif lebih baik untuk
anaknya. Selain itu peneliti njuga melakukkan
wawamcara kepada 3 orang petugas pelaksana
program Gizi di puskesmas Remu, didapatkan
hasil yaitu, “ Petunjuk pelaksanaan ASI eksklusif

yang digunakan adalah untuk 0 – 4 bulan, belum
diperbaharui 0 – 6 bulan meskipun sudah
disosialisasikan secara lisan. Tidak ada
pengarahan serta penyegaran dari Puskesmas
maupun Dinas Kesehatan tentang pemberian ASI
eksklusif kepada masyarakat. Tidak ada alokasi
yang jelas tentang pendanaan maupun sarana
prasarana yang disediakan untuk membantu
kelancaran pelaksanaan program.

Puskesmas Remu dalam pelaksanaannya
belum mencapai target dan tidak melaksanakan
pencatatan dan pelaporan secara lengkap. Hal
tersebut dikarenakan kebiasaan masyarakat
menyapih anak pada usia dini, terbatasnya
pemahaman ibu dan keluarga tentang manfaat
menyusui, minimnya dukungan dari tenaga kese-
hatan dan sarana pelayanan kesehatan ibu bekerja
dan terbatasnya peraturan yang mendukung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
guna mengetahui “ Bagaimana Implementasi
program ASI Eksklusif di wilayah kerja
Puskesmas Remu Kota Sorong, yang dapat dilihat
dari aspek sasaran dan pengukuran terhadap
Implementasi program ASI eksklusif, Komunikasi
dalam pelaksanaan program ASI eksklusif,
Sumber daya tenaga dalam program pemberiasn
ASI eksklusif, dana dalam implementasi program
pemberian ASI eksklusif, sarana prasarana serta
karakteristik petugas pelaksana.

1. Program Kebijakan.
Beberapa pengertian kebijakan dikemuka-

kan oleh sejumlah penulis kebijakan diantaranya
pendapat Carl Friedrich, Kebijakan publik adalah
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu yang memberikan
hambatan-hambatan dan kesempatan-kesem-
patan terhadap kebijakan dan diusulkan untuk
menggunakan dan mengatasi suatu tujuan atau
merealisasikan suatu sasaran atau maksud
tertentu.11.

Menurut James A Anderson, kebijakan
publik adalah  “a purposive course of action
followed by an actor or set of actors in deadling
with a problem or mother concern“ (Serangkaian
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku
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atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu
masalah.)12

Berdasarkan pada beberapa pemahaman dan
telaah definisi diatas maka secara garis besar
kebijakan publik dapast diartikan sebagai
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh
pemerintah yang mempunyai tujuan atau
orientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan
seluruh masyarakat.

2. Implementasi Program Kebijakan Publik
Konsep implementasi kebijakan menurut

George C.Edwards III21 :
“Penerapan kebijakan merupakan tahap

antara diputuskannya suatu kebijakan publik
dengan munculnya konsekuensi-konsekuensi
diantara orang-orang yang terkena kebijakan
tersebut “

Menurut Va Hom dan Van Meter
mendefinisikan Implementasi adalah22 :

“ Implementasi kebijakan meliputi tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh publik dan
individu-individu pribadi atau kelompok yang
ditujukan untuk pencapaian sasaran yang
sebelumnya telah terlebih dahulu ditetapkan.”

George C. Edward III berusaha menjawab
dua pertanyaan dengan mengkaji empat faktor
atau variabel dari kebijakkan yaitu struktur
birokrasi, sumber daya, komunikasi dan
disposisi.
1. Birokrasi

Merupakan salah satu institusi yang paling
sering bahkan secara keseluruhan menjadi
pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi
tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi
juga ada dalam organisasi-organisasi  swasta,
institusi pendidikan dan sebagainya.

2. Sumber Daya
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah
kepemilikkan terhadap sumber daya.
Sumber daya diposisikan sebagai input
dalam organisasi sebagai suatu sistem yang
mempunyai implikasi yang bersifat
ekonomis dan teknologis.

3. Disposisi
Menurut Edward III mengemukakan
kecenderungan-kecenderungan atau
disposisi merupakan salah satu faktor yang

mempunyai konsekkuensi penting bagi
implementasi kebijakan yang efektif. Jika
para pelaksana mempunyai kecenderungan
atau sikap positif atau adanya dukungan
terhadap implementasi kebijakan akan
terlaksana sesuai keputusan awal.

4. Komunikasi.
Komunikasi merupakan salah satu variabel
penting yang mempengaruhi implementasi
kebijakan publik, komuniaksi sangat
menentukkan keberhasilan pencapaian
tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif akan terlaksana,
jika para pembuat kepurusan mengetahui
mengenai apa yang mereka kerjakan.
Informasi yang diketahui para pengambil
keputusan hanya bisa didapat melalui
komunikasi yang baik. Terdapat 3 indikator
yang dapat digunakan dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi, yaitu : 1).
Transmisi,  2). Kejelasan, 3).Konsistensi

Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa
variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel
tersebut yaitu :
1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan

tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik oraganisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan

kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

3. ASI Eksklusif
Asi eksklusif yaitu pemberian ASI saja tanpa

makanan dan minuman lain. ASI Eksklusif
dianjurkan sampai 6 bulan pertama kehidupan
bayi.32

Memberikan ASI setelah persalinan juga
menunjukan perlindungan pada bayi baru lahir
te4rhadap infeksi dan pengaturan suhu tubuh.

Pemberian ASI secara dini dan eksklusif
sekurang-kurangnya 4-6 bulan akan membantu
mencegah berbagai penyakit anak, termasuk
gangguan lambung dan saluran nafas, terutama
asma pada anak-anak. Hal ini disebabkan adanya
antibody penting  yang ada dalam kolostrum ASI
(dalam jumlah yang lebih sedikit) akan
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melindungi bayi baru lahir dan mencegah
timbulnya alergi. Untuk alasan tersebut, semua
bayi baru lahir harus mendapatkan kolostrum.23

Manfaat ASI Eksklusif
a. Bagi Bayi
1. Bayi mendapatkan kolostrum yang

mengandung zat kekebalan terutama
immuniglobullin A (lgA) yang melindungi
bayi dari berbagai infeksi terutama diare,
membatu pengeluaran meconium.34

2. Makanan terlengkap untuk bayi, terdiri dari
proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas
semua zat gizi yang diperlukan untuk
kehidupan 6 bulan pertama.35.36.37.38

3. Melindungi terhadap alergi karena tidak
mengandung zat yang dapat menimbulkan
alergi.39.40

4. Pemberian ASI Eksklusif akan melindungi
bayi baru lahir dari berbagai penyakit,
terutama alergi dan gangguan pencernaan.

5. Pemberian ASI eksklusif dapat mencegah
hypotermia pada bayi baru lahir

6. Pemberian ASI eksklusif berarti memper-
tahankan pemberian ASI sekurangnya 4-6
bulan.

b. Bagi Ibu
1. Pemberian ASI memberikan 98% metode

kontrasepsi yang efisien selama 6 bulan
pertama sesudah kelahiran bila diberikan
hanya ASI saja dan belum terjadi menstruasi
kembali.43

2. Memberikan ASI segera (dalam waktu 60
menit) membatu meningkatkan produksi
ASI dan proses laktase

3. Pemberian ASI membantu mengurangi
beban kerja ibu karena ASI tersedia kapan
dan dimana saja. ASI selalu bersih, sehat dan
tersedia dalam suhu yang cocok.

c. Bagi Keluarga
1. Bayi sehat berarti keluarga mengeluarkan

biaya lebih sedikit dalam perawatan
kesehatan dan berkurangnya kekhawatiran
bayi akan sakit.42

2. Pemberian ASI pada bayi (meneteki) berarti
hemat tenaga bagi keluarga sebab ASI selalu
siap tersedia.42

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat
Pemberian ASI Eksklusif

Beberapa hal yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan inisiasi Menyusui Dini
antara lain47,48,
a. Kebijakan instansi pelayanan kesehatan

tentang IMD dan ASI eksklusif
b. Pengetahuan, Motivasi dan sikap  tenaga

penolong persalinan
c. Pengetahuan, Motivasi dan Sikap ibu
d. Gencarnya promosi susu formula
e. Dukungan anggota keluarga

Faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan menyusui adalah, sosial budaya,
psikologis dan biologis ibu sendiri. Selain itu
faktor-faktor yang mempengaruhi ibu untuk
menyusui adalah :
1. Faktor Psikologi

Status psikologi mendasari ibu dan
pendukungnya untuk keberhasilan
menyusui, termasuk percaya diri dan
komitmen menyusui.

2. Faktor dukungan Tenaga Kesehatan
Dukungan tenaga kesehatan yang diberikan
dapat membangkitkan rasa percaya diri ibu
untuk membuat keputusan menyusui
bayinya. Informasi tentang perawatan
payudara selama masa kehamilan, lama
menyusui, inisiasi menyusui merupakan
dukungan tenaga kesehatan untuk
menyukseskan kelangsungan pemberian ASI
eksklusif.

3. Faktor Demograpi
Faktor demografi terbagi menjadi dua, yaitu
faktor sosio demografi dan faktor biomedik.
Faktor sosio demografi terdiri dari umur,
pendidikan, status perkawinan, suku, tingkat
sosial dan penghasilan.
Faktor biomedik terdiri dari jumlah
kelahiran, dan setelah melahirkan.33.39

METODE  PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian

kualitatif yang disajikan secara deskriptif
ekploratif melalui observasi dan wawancara
mendalam. Metode pengumpulan data guna
mendapatkan data yang tepat adalah melalui
wawancara mendalam dan observasi terhadap
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sarana dan prasarana yang ada serta studi
kepustakaan.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari
petugas Gizi  3 orang dan Bidan KIA Puskesmas
Remu sebagai informan utama, Kepala
Puskesmas dan kepala seksi KIA serta ibu yang
memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan.sebanyak
6  orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek sasaran dan Pengukuran

Petunjuk teknis atau  SOP dalam
implementasi ASI Eksklusif    di Puskesmas
Remu  Sorong sesuai hasil penelitian
menunjukan  bahwa  sebagian besar informan
utama dan informan triangulasi mengatakan
petunjuk teknis atau SOP tersedia di puskesmas,
namun dalam pelaksanaan program ASI
eksklusif belum sesuai dengan petunjuk teknis /
SOP tersebut.

Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan
pemerintah seharusnya berdasarkan petunjuk
teknis atau SOP karena dengan demikian dapat
memperlancar tugas pegawai, tim atau unit kerja,
sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan,
mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya
dan mudah dilacak, mengarahkan petugas atau
pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja
dan sebagai pedoman dalam melaksanakan
pekerjaan rutin.
2. Komunikasi (Sosialisasi)

Dalam kaitannya dengan cara Dinas
Kesehatan Kota sorong mensosialisasikan
program ASI eksklusif ke puskesmas, informan
utama mengatakan sosialisasi aktif dari
puskesmas  oleh bidan, dari bagian gizi di
puskesmas belum dijalankan dengan baik.  DKK
Sorong belum mempunyai jadwal tetap.
Pernyataan lain bahwa sosialisasi belum pernah
ada dan bahkan tidak tahun tentang sosialisasi
program ASI eksklusif. Berbeda dari Kasie Gizi,
Kasie KIA dan Ka Puskesmas Remu, bahwa
sosialisasi dipaketkan dengan kegiatan ANC dan
posyandu, saat minilokakarya oleh petugas yang
telah dilatih dan saat evaluasi program.
3. Sumber Daya (Tenaga )

Dalam kaitannya dengan program ASI
eksklusif. Ketersedian tenaga di Puskesmas

masih sangat kurang, kualitas tenaga yang ada
masih kurang sehingga dibantu perawat yang
belum dilatih. Hal yang sama juga disampaikan
Kasie Gizi, Kasie KIA, Ka Puskesmas Remu
bahwa tenaga konselor ASI di kota Sorong baru
ada 4 orang. Pernyataan berbeda dari ibu bayi
balita, bahwa tenaga yang bertugas saat posyandu
sekitar 6-8 orang.
4. Sumber Daya (Dana)

Keberhasilan suatu program pelayanan
kesehatan juga ditunjang dengan ketersedian
dana yang cukup. Dana adalah sejumlah uang
yang digunakan untuk membiayai semua
kebutuhan-kebutuhan untuk memperlancar
pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif.

Dalam kaitannya dengan implementasi
program ASI eksklusif di puskesmas Remu
Sorong, sebagian besar informan utama
mengatakan tidak tahu mengenai pendanaan.
Salah satu informan mengatakan bahwa dana
yang tersedia langsung diserahkan ke ahli gizi
Puskesmas untuk dikelola.

Pernyataan berbeda dari Kasie Gizi, Kasie
KIA dan Ka Puskesmas Remu y akni belum ada
dana tersendiri untuk pelaksanaan program ASI
eksklusif. Dana yang dipakai untuk program ini
berasal dari dana BOK.
5.  Sarana Prasarana

Mengenai sarana pra sarana dan perbekalan
kesehatan, sebagian informan utama dan Kasie
Gizi, Kasie KIA, Ka Puskesmas Remu
mengatakan alat peraga kurang, hanya leaflet,
tidak layak pakai, kenderaan yang tersedia hanya
motor, jumlah peralatan belum mencukupi
sehingga menggunakan apa yang ada dan klinik
khusus laktasi belum tersedia, begitu pula
pernyataan serupa dari ibu-ibu bayi balita.
6. Karakteristik Petugas Pelaksana

Terhadap karakteristik petugas pelaksana
berkaitan dengan implementasi program ASI
eksklusif, semua petugas pelaksana bidan,
petugas gizi serta kasie gizi dan kasie KIA semua
memiliki komitmen tinggi dan jujur akan
senantiasa bertahan antara hambatan yang
ditemui dalam program/kebijakan. Komitmen
dan kejujuran membawanya semakin antusias
dalam melaksanakan tahap-tahap program secara
konsisten.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Sasaran dan Pengukuran

Petunjuk teknis atau SOP telah tersedia di
Puskersmas,Remu kota Sorong, namun
dalam pelaksanaannya belum sejalan dengan
SOP tersebut. Pelaksanaan program yang
sering dilakukan berupa penyuluhan saat
posyandu, ANC dan persalinan. Pencapaian
program ASI eksklusif belum sesuai target
nasional yakni masih dibawah 80%, malah
ada satu puskesmas baru mencapai 63 %.

2. Komunikasi
Sosialisasi aktif dari Puskesmas oleh bidan,
dari bagian gizi di puskesmas belum
dilaksanakan. Dari DKK tidak mempunyai
jadwal tetap. Sosialisasi dipaketkan  saat
ANC, posyandu, minilokakarya, saat
evaluasi program dan menempelkan pamflet
di Puskesmas. Sosialisasi hanya berupa
penyuluhan tanpa dilengkap alat peraga yang
memadai.

3. Tenaga
Ketersediaan dan kualitas tenaga gizi di
Puskesmas masih kurang belum mendapat
pelatihan sehingga dibantu perawat yang
belum dilatih. Tenaga konselor ASI di kota
Sorong hanya 4 orang.

4. Dana
Dana yang tersedia langsung diserahkan ke
ahli gizi di Puskesmas untuk dikelola. Dana
tersendiri untuk pelaksanaan program ASI
eksklusif belum ada. Dana yang dipakai
berasal dari dana BOK dan jamkesmas.

5. Sarana Prasarana
Alat peraga kurang, hanya leaflet, namun
sudah tidak layak pakai. Kenderaan yang
tersedia hanya motor. Jumlah peralatan
belum mencukupi. Klinik khusus laktasi
belum tersedia.

6. Karakteristik Petugas Pelaksana
Watak atau sikap petugas yakni respon,
komitmen dan pemahaman dalam program
ASI eksklusif di Puskesmas Remu masih
baik.

B. Saran
1. Bagi Puskesmas Remu Kota Sorong

a. Frekwensi sosialisasi dan penyuluhan
lintas program, lintas sektotal dan
masyarakat lebih ditingkatkan.

b. Job description tentang pembagian kerja
bagi petugas harus jelas

c. Sistem pendokumentasian harus benar
d. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP

atau protap atau jukinis.
2. Bagi Masyarakat

a. Menerapkan pemberian ASI Eksklusif
pada bayi

b. Membantu Pemerintah dalam
sosialisasi pemberian ASI Eksklusif
bagi bayi

3. Bagi Dinas Kesehatan Kora Sorong
a. Upaya mengatasi permasalahan ukuran

dan tujuan :
1). Melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Daerah untuk
menjalankan Peraturan Wali Kota
tentang ASI Eksklusif di setiap
Puskesmas Kota Sorong.

2). Koordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk menyediakan SK
untuk semua konselor ASI
Eksklusif

b. Upaya mengatasi permasalahan
Sosialisasi/Komunikasi
Perlu terus menerus berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah dalam
kegiatan sosialisasi.

c. Upaya mengatasi permasalahan tenaga
1). Bekerja sama dengan Pemerintah

daerah dan LSM atau lembaga
donatur untuk penyediaan reward
dan insentif sesuai beban kerja bagi
petugas/konselor ASI

2). Perlu dibuatkan SK bagi Tim atau
konselor ASI

3). Kordinasi dengan Pemerintah
Daerah untuk menyediakan tenaga
sesuai kebutuhan.

d. Upaya mengatasi permasalahan dana
Melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Daerah untuk menyiapkan
Dana bagi kegiatan program ASI
Eksklusif.
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e. Advokasi ke DPDR Kota Sorong untuk
monitoring dan koordinasi pelaksanaan
program ASI Eksklusif.
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